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BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 
PROPINSI MALUKU 

• PERATURAN BUPAT! SERAM BAGIAN BARAT 
NOMOR G4 TAHUN 20I8 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN ANGGARAN 

ALOKASI DANA DESA ( ADD ) DAN DANA DESA ( DD ) TAHUN 2018 
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

Menimbang a. bahwa utuk melaksanakan ketentuan Fasal 22 Peraturan 
Pemerintah Noror 22 Tahu 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, mengenai pedoman teknis kegiatan 
prioritas penggunaan dana desa perhu diatur dengan 
peraturan bupat, 

b. bahwa untuk periggunaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dan 
Dana Desa ( DD)  Tahun Anggaran 2018 yang transparan, 
akuntabel, tertb dan disiplin anggaran, dan partisipatif 
oleh desa perlu petunjuk teknis penggunaan anggaran ADD 
dan DD tahun 2018 di Kabupaten Seram Bagian Barat; 

c. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud 
pada hurui a dan hurufb, pcrlu dibentuk Peraturan Bupat 
tentang Petunjuke Teknis Prioritas Penggunaan Anggaran 
Alokasi Dana Desa ( ADD ] dan Dana Desa [ DD ) Tabun 
2018 Di Kabupaten Seram Bagian Barat, 

Mengingat Undang-Undang Nomor 40 
Pembentukan Kabupaten Seram 

Tahun 2003 tentang 
Bagian Timur, Kahupaten 

tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pcmerintahan Pusat dan 
Pemerintahan Dacrah Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahu 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomr 4438]; 

Scram Dagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Ar di 
provinsi Maluku t Lembaran Negara Republik Indonesa 
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lemnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4350 }; 

2. Undang-undang Nomor 33 Tahu 2004 



l. 
' 

' 

3. Undang Undang Momor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234 

5. 

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Noor 
7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Noraor 
5495), 

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 
Pemerintahan • Daerah (Lmbaran Negara 

tentang 
Republik 

Menetapkan 

Indonesia Tahun 2014 Nomnor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Repubik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana 
telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Noror 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas U/ndang-Undang Nomor 23 Tahun 20!4 tcntang 
Pemerintahan Daerah { Lembaran Negara Republik 
Indonesia TAhun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesa Nomor 5679) 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 
(Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2014 No1nor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah N 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor 
5717) 

7,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 3  Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Dcsa (Derita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal, 
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 22018 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1359) 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Huum 

Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PRIORITAS PENGGUNAAN ANGGARAN ALOKASI DAMA DESA 

( ADD] DAN DANA DESA ( DD) TAHUN 2018 DI KABUPATEN 

SERAM BAGHAN BARAT 
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BAB I 

KETEN'TUAN UMUM 

Datam Peraturan Hupati ini yang dimaksud dengan 
Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat 

2 Pemerintah Daerah adalah Bupat sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang merimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom 

3. Bupati adalah Dupati Seram Bagian Darat 
4, Desa adalah desa dan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak 
tradision@al yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

5. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perirbangan 
yang diterima kabupaten/ kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/ kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 

6. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber da; 

nggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

• kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
pcmerintahan, pelaksanan pcmbangunan, pembinaan kemasyarakatan, 

' 

• 
dan pemberdayaan masyarakat. 

7 Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakar 
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat 
desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. 

8. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur 
dan mcngurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh 
desa atau mampu dan efcktif dijalankan oleh desa atau yang muncul 
arena perkembangan desa dan prakasa masyarakat dcsa. 

9.fusyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 
mnusyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, 
an unstur rasyarakat yang diselenggarakan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis 

I0. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nere 
lain dibantu perangkat Desa scbagai unsur penyeienggara Pemerintahan 
Desa 

t i  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pcmerintahan dan 
kcpentingan masyarakat setempat dalam sister pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

2 Anggaran endapatan dan Belarja Lesa yang sclanjutnya disebut APB 
Desa adalah rcncana kcuangan tahunan Pemerintahan Desa 

3. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pihihan kegiatan yang 
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kcgiatan lainnya untuk 
dibiayai dcngan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. 
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BAB II 

TUJUAN DAN PRINSIP 

Pasal 2 
Petunjuk tekmis penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa bertujuan 
untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul 

dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh ADD dan DD dalam 
melaksanakan program dan kegiatan, 

Pasal 3 
Petanjuk teknis penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dilasarkan 

pada prinsip - pr1sip 

fi) Keadilan, dengan mengutmakan hak dan kepentingan seluruh warga desa 
anpa membeda - bedakan, 

(2) Kebutuahan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan dcsa yang lebih 
mcndesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan 
kepentingan scbagian besar masyarakat desa, 

(3) Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala desa; 

(4) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, 

(54 Swakelola dan berbasis sumber daya desa mengutamakan pelaksanaan 
secara mandiri dengan pendayagunaan sumbcr daya alamn dcsa, 
mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga desa dan kearifan 
lokal, dan 

(6] Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 
karakteristik geogralis, sosiologis, antropotogis, ekonomi, dan ekologi Dess 
yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa 

BAB Ill 
Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa 

Pasal 
(I)Prioritas penggunaan lokasi Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang penyelenggaran pemerintahan desa, 
pemoangunan desa, peraberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan 
kemasyarakatan dan bidang tak terduga. 

(2) Program dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1] 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini 

BAB IV 

Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Pasal " 
(I Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pclaksanaan program 

dan kegiatan di bidang pcmbangunan desa dan pcmberdayaan masyarakat 
des 

(2) Program don kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (I 
ercantum dalam Lampiran ll yang merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini 
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BAB V 

PENUTUP 

Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
gar setiap orang mengetabui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram 

Bagian Barat 

Ditetapkan di : Piru 

pada tanggal : 03 Pcepun1 20 

BAGIAN BARAT 

PAYAPO 

Diundangkan di Piru 

pada tanggal 03 Pe»nuAp1 20\~ 
SEK 1ARIS DAERAH 

• 
,ERAM BAGIAN BARAT 

• 

EA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 20I8 

NOMOR 06 
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LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERAM BAOIAN BARAT 

NOMOR 

TANGGAL 

TENTANG 

TAHUN 2016 

2018 

PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN 

ANGGARAN ALOKASI DANA DESA [ ADD ) DAN 

DANA DESA DD TAHUN 2018 DI 

KABUPATEN SERAM EAGIAN AUAT 

,., 

Prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa ( ADD } wajib dipubliasikan oleh 
emerintah Desa kepada mnasyarakat desa di ruang pubhk yang dapat diakses 

rnasyarakat desa. 
II Dalam rangka pelaksanaan ADD Tahun 2018 yang berbasis padat karya dan 

swakelola maka diwajibkan ditetapkan 30% untuk biaya upah kerja dari total 
pagu per kegiatan pembangunan 

II Prioritas pen@gun@an ADD Talun 2018 untuk membiayai pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang penyclenggaraan pemerintahan, 

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dcsa, pembinaan masyacakat 
desa an bidang tak terduga, scbagai berikut: 

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
Alokasi Daa Desa ( ADD ) digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan 
Pemcrintahan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan 
aparatur penyelenggars pemcrintahan desa, peningkatan kapasias aparatur 
pemerintah desa, operasional pcrkantoran dan kegiatan pendukung 
penyetenggaraan pemerintahan desa, sebagai berikut 

A. Penghasilan Aparatur Pererintahan Deaa, antara lain; 
I) Gaji Kepala Desa don Perangkat Desa, 
2) Turjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
3) Turjangan BPD; dan 
4) Penghasilon lainnya yang scsuai dengan kewenangan desa dan 

diputuskan dalam musyawarah dcsa. 
• Operosional dan pemeiharaan sarana prasaran perlantoran,antar 

lain: 
)Operasional Perangkat Desa dan pemeliharaan aset kantor desa; 
2) Operasional dan pemeliharaan kantor BPD; 
3) Operasional RT/ RW dan Dusun, 
1) Operasional PKK,dan lembaga dcsa lainnya, dean 
5) Operasional dan pemcliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musvawarah desa. 
C. Kegiatan pendulung penyelenggaraan pemerintah desa, perencanaan 

desa, dan perayaan hari besar desa, antara lain : 

I)Alat ulis kantor dan keiengkapan kantor lainnya, 
2 Musyawarah desa, 

3 Perencanaan pembangunan desa, 
4)Perayaan HUT RI dan HUT desa, dan 
5]Kegiatan pendukung penyclenggaraan pemerintah desa, perencanaan, 

dan perayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan 
iputuskan dalam musyawarah desa. 

D. Kegiatan peningkatan kapasitas aparatur des. 

E. Kegiatan pelatihan/ sosialisasi bagi aparatur desa 

F. Kegiatan pengelolaan informasi desa, antara lain 



2] Kegiatan pendataan potensi desa untuk penyusunan monografi desa, 

3) Pembu atan papan informasi desa; 
engadaan sister informasi desa berbasis komputer; dan 

5) Sister pengelolaan informasi desa lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

G. Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar desa. 
H. Kegiatan pemilihan epala desa. 

2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA 

A. Pengadaan, Pembangwnan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana 
Prasarana Dess 

Pengadaan, pembangunan, sarana prasarana perkantoran 
a Kantor desa, 
b. Pagar kantor dcsa 

2] Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemehiharaan Sarans 
Prasarana Lingkungan Pemuliman antara lain 

a. Pembangunan dan atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin, 
b. Penerangan lingkungan pemukiman; 
c. Pagar desa; 
d Pedestrian, 
• Drainasc, 
f Selokan, 

p Tempat pembuangan sampah; 
h. Gerobak sampah, 

Kendaraan pengangkut sampah; 

j. Pengolahan sampah rumah tangga, 
k. Msin pengelolah sampah; dan 

Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

3 Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemcliharaan saran 
prasarana transportasi, antara lain 
a. Tambatan perahu; 
b. Jalan pemuiman; 
c. Jalan porus desa, 
d. Malan desa antara pemukiman ke wilayah pertanian, 
e. Jalan dcsa antara pemukiman e lokasi wisat, 
f Jembatan desa; 
g. Gorong 8orong; 
h Terminal desa; 

Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarat des.a 

4j Pegadan, pembangunan, pengembangan dan pemetiharaan sarana 
prasarana energi, antara lain 
a. Pembangkit histrik tenaga mikrohidro; 
• Pembangkit histrik tenaga diesel, 
e. Pembangkit listrik tenaga matahari, 
d. instalasi biogas, 
e. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan 

f Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenar.gan 
desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

5) Pengadaan, pembangunan, pcmanfatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana informasi dan korunikasi, antara lain 



% 

a Jaringan internet untuk warga desa; 

b. Website desa; 

e. Peralatan pengeras suara, 
d Telepun urum 

e. Radio Single Bane ( $SB J, dan 
f. Sarana dan prasarana komurikasi lainnya yang sesuai dengan 

kewcnangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

B, Peningkatan lualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar 
) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemchharaan sarana 

prasarana kesehatan, antara lain 
a, Air bersih berskala desa; 
b. Sanitasi lingkungan; 
c. Jambansasi; 

d. Mandi, cuci, kakus( MCK],  

e. Mobil/ kapal motor untuk ambulance desa, 

Alat bantu penyandang disabilitas; 

Balai pengooatan, 
Posyandu, 
Poskesdes/ polindes; 

g. Panti rehabilitasi penyandang disabilitas; 

h 

J 
k. Posbindu; 

I. Reagen rapid tes kid untuk menguji sampel- sampel makanan; dan 
m. Sarans prasarana keschatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 
2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasaran pendidikan dan kebudayaan antara lain; 
a. Tarman bacaan masyarakat, 
b. Bangunan pendidikan anal usia dini, 
c. Buku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dimi lainnya, 
d Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini, 
e. Taman belajar keagamaan; 
f Bangunan perpustakan desa, 
g. Buku/ bahan bacaan, 
h. Balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat, 

Sanggar seni, 
j Film dokumenter 
k. Peralatan kesenian; dan 
I. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 

C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana usaha ekonomi desa 

, Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
p:asarana produksi useha pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada 
pebentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atat 
produk umggulan kawasant perdcsaan, antara lain 
a. Bendungan berskala kccil, 

b. Pembangunan dan pebaikan embung; 
c trigasi desa, 

d. Percetakan lahan pertanian, 

e. Kolam ikan, 
I 



g Tempat pendaratan kapal penangkap ikan, 
h. Tambak garam; 

Kandang ternak, 
j Mesin pakan ternak; 
k. Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian ( saprotan ], dan 

Sarana prasarana produksi pertanian lainnya. sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

2) Pengadaan, pembangunan cdan peman[ataan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk nggulan 
kawasan perdesaan, antara lain 
a. Pengenngan hasil pertanian sepert : lantai jemur gabah, jagung, kopi, 

coklat, kopra, dan tempat pecnjeruran ikan, 

b. Lumbung desa; 
c. Gudang pendingan ( cold storage ); dan 
d. Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputusykan dlam musywarah des 
3] Fengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharan sarans dan 

prasarans jasa dan industri kecil yang difokuskan epada pembentukan 
dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk 
kawasan perdesaan, anthra lain. 
a. Mesin jahit; 
b. Peralatan bengkel kcndaraan bermnotor, 
¢. Mesin bubut untuk mobiler; dan 

d. Sarana dan prasarana jasa dan industei keeil lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan desa dan diputuskan datam musyawarah desa 

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan 
kawason perdesaan, antara lain; 
a, Pasar desa, 

b. Pasar sayur; 
c. Pasar hewan, 
d. Tempat pelelangan hewan; 
e. Took online; 

f Gudang barang; can 
g. Sarana dan prasarana pcmasaran lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan iputuskan dalam musyawarah desa. 
D) Pengadaan, pembangunan, pcmanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana desa wisata, antara lain 
a Pondok wisata, 
b. Panggung hiburan; 

c. Kos cendramata, 
l. Kios warung makan, 

c. Wahana permainan anak, 
Wahana permainan outbound, 

g. Taman rekreasi, 

h Tempat penjualan tiket, 

Rumah penginapan, 

j Aagkutan wisata, dan 

k. Sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan 

unggulan 
•, 



5] Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana Teknologi Tepat Guna { TTG J untuk kemajuan ekonomi yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan 
desa dan/ atau produk unggutan kawasan perdesaan, antara lain 
a.Penggilingan padi; 
b Peraut kelapa; 
• Pencpung biji-biian, 
d. Pencacah pakan ternak, 
e. Sangria kopi, 
f. Pemotong/ pengiris buah dan sayuran; 
g Pompa air; 
h. Traktor mini; dan 
i. Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa 

dan diputuskan dalamn musyawarah desa. 

p. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemelibaraan saran 
dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain 

Pembuatan terasering; 
2) Kolam untuk mata air; 
3) Plesengan sungai, 
4) Pencegahan abrasi pantai; dan 
5) Sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang 

sesuai dengan kawasan desa dan diputuskan dalam musyawarah des.a 

E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan / atau kejadian 
luar biasa lainnya yang meiputi; 

I] Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunng berapi; 
2) Pembangunan gcdung pengungsian, 
3) Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; 
4) Reha bi litasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 

bencana alam; dan 
5} Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai 

dengan kewenangan des an iputuskan dalam musyawarah desa 

3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

A. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar 

l) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain: 

a. Penyediaan air bersih, 
b. Pelayanan keschatan lingkungan; 
c. Kampanye dan promosi hidup schat guna mcnccgah prnyakit seperti 

penyakit mcnular, penyakit scksual, HIV/ AIDS, tuberculosis, 
hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa, 

d Bantuan insentif untuk kader keschatan masyarakat, 

e. Pemantauan pertumbuhan dan penyetdiaan makanan sehat untuk 

peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah, 

f Kampanye dan promosi hak- hak anak, ketrampilan pengasuhan anak 

dan perlindungan anak, 

g. Pengelolaan balai pengobatan desa dan pcrsalinan, 

h Perawatan kesehatan dan/ atau pendarpingan untuk ibu hamil, 

nifas dan menyusui, 

i. Pengooatan untukk lansia, 

j Keluarga berencana, 
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I. Pelatihan kader kesehatan masyarakat, 

m. Pelatihan hak- hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan 

perindungan anak; 
n. Pelatihan pangan yang sehat dan aman; 
o. Pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman, dan 

p. Kegiatan pengelolaan pclayanan kesehatan masyarakat desa lainnya 
yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah desa 

2 Pengelolaan pclayanan pendidikan,budaya,dan keagamaan antara lain 
a. Insentif Pendeta, Pastor, dan Imam Mesjid ( Kegiatan wajth bagi 

ttap Desa 

b. Insentif guru PAUD; 
c. Insentif RT, RW 

d. insentif guru taman belajar kragamaan, 
e. Penvelenggaraan pelatihan kerja, 
f, Penyelecnggaraan kursus seni budaya, 
g. Bantuan pemberdayaan bidang otahraga, 
h. Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 
i. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan ebudayaan lainnya yang sesuai 

dengan kcwcnangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 
B. Pengeloaan sarana dan prasarans lingkngan berdasarken kemampuan 

teknis dan snmber daya lolal yang tersedia 

I] Pengelolaan hingkungan perurahan desa, antara lain: 
a. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga; 

b. Pengelolaan sarana pengelolaan air limbah; dan 
c. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 
2) Pengelolaan transportasi desa, antara lain 

a. Pengelolaan terminal desa; 
b. Pengelolaan tambatan perah, dan 
c. Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. 
3) Pengembangan energi terbaru, antara lain: 

a. Pengelolaan limbah pcternakan untuk energi biogas, 
b. Pembuatan biothanol dari ubi kayu, 
c. Pergelolaan minyak goreng bekas menjadi biodiesel, 
d. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 
e. Pengembangan energy terbarukan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diiputuskan dalam musyawarah desa. 
4) Pengelolaan informnasi dan korunikasi, antara lain 

a. Sistem informasi desa; 

b. Koran desa; 

c. Website desa, 
d. Radio komunitas, dan 
e. Pengciolaan informasi dan kmunikasi lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

C. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana da 

prasarana ekonomi 
1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 

usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan 
awasan perdesaan, antara lain 



a. Pembibitan tanaman pangan, 

b. Pembbitan tanaman keras 

c. Pengadaan pupuk, 
d Pembemihan ikan an tawar; 
c. Pengelolaan usaha hutan desa, 
f Pengelolaan usaha hutan sosial, 
g engadaan bibit/ induk ternak, 
h Inseminasr buatan, 

Pengadaan pakan ternak, 
j. Sarana dan prasarana produksi pertanian yang sesuai dengan 

kowcnangan dcsa dan diputu skan dalam musyawarah dcsa 
2) Pengeloaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan 

dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan cdesa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antar lain 
a. Tepung tapioka; 
b. Kerupuk, 
c. Keripik jamur, 
d. Keripi jagung, 
e. Ian asin; 
f. Abon sapi, 
g. Susu sapi; 
h. Kopi; 

• Coklat; 
i. Karet, dan 
k. Pengelolaan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan 

desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 
3) Pengelolaan usaha jasa dan indus tri kecil yang difokuskan kcpada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain ; 
a. Meubelair kayu dan rotan; 
b. Alat- alat rumah tangga, 
¢. Pakaian jadi/ konveksi; 
d Kerajinan tangan; 
e. Kain tenun; 
f. Kain batik; 
g. Bengel kendaraan bcrmotor 
h Pedagang dipasar; 

Pedagang pcngcpul,dan 
j. Pengelolaan jasa dan industry kecit lainnya yang sesuai dcngan 

kewenangan desa dan diputuskan dalarm musyawarah desa. 
4) Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersamna, 

antara lain 
a. Pendinian BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama, 
b. Penyertaan modal BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama, 

c. Fenguatan permodalan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersana, 
dan 

d. Kegiatan pengembangan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama 
lainnya yang sesuai dengan kcwcnangan dcsa diputuskan dalam 
musyawarah desa 

5) Pengembangan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama yang 
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggplan 
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a. Pengelolaan hutan desa; 

b. Pengelolaan hutan adat; 
c Industrni air minum, 

d. industri pariwisata desa; 

c. Industri pengolahan ikan, dan 
r Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa 

diputuskan dalam musyawarah desa 

6) Pengembangan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama yang 
difokuskan pada pengembangan usaha layaran jasa, antara lain. 
a Pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga, 

b. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi, 
c. Pengadaan dan pcnycwaan pcralatan pcsta, dan 
d. Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 
7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/ atau 

operasr yang dfokuskan kepada pembentukan dan pengembangan 
produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, 

tata lain 
• Hutan kcmasyarakatan, 
b, Hutan tanaman rakyat; 
c. Kemitraan kehutanan; 
d. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat; 
e Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk ekonomi 

masyarakat; dan 
Pembentukan dan pengtmbangan usaha ckonomi lainnya yan sesuai 
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah dcsa 

8) Pengembangan dan pemanfataan Teknoligi Tepat Guna ( TTG ) untuk 
kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan! atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain 
a. Sosialisasi TTG, 

b. Pos pelayanan teknologi desa ( Posyantekdes ) dan/ atau antar desa, 
c. Percontohan TTG antuk produksi pertanian, pengembangan sumber 

encrgi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan 
komunikasi serta pengembangan jasa dan industry kccil, dan 

d. Pengembangan dan pemanfataan TTG lainnya yang scouai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 

) Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha 
ckonori lainrya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pcngcmbangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perDesaan, antara lain ; 
a. Penyediaan informasi harga/ pasar, 
b. Pareran basil usaha BUM Des, usaha ekonori masyarakat dan! 

atau koperasi, 
c. Kerjasama perdagangan antar desa, 

d Kcrjasama perdagangan dengan pihak ketiga, dan 
e Pengelolaan pcmasaran lainwa yang esuai dengan kewenangan desa 

yang diputuskan dalam musyawarah desa. 

D. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bcncana 
serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi: 

l) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam, 
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3) Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam, dar 
4] Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan 

ewenangan desa yang iputuskan dalam musyawarah desa 

E. Petestarian lingkungan hidup, antara lain : 
1' Perbibitan pohon langka, 
2] Reboisesi, 

3] Rehabilitasi lahan gambut, 
4] Pembersihan daerah aliran sungai 
5] Pemihiharan hutan bakau, 

6] Pelindungan terumbu karang; dan 
7] Kegiatan lainnya yang scsuai dengan kewenangan desa yang iputuskar 

dalam musyawarah doss 

perberdayaan masyarakat desa untukr memperkruat tata keelola desa 
yang demokratis dan berkeadilan sosial 

l) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan 
cnbangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa, 
antara ain. 

a. Pengembangan sistem informesi dcsa, 

b. Pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/ atau balai rakyat, 
la n 

c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan/ atau 
balai rakyat; dan 

d. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang 
diputskan dalam musyawarah desa 

2) Mengembangkan program dan kcgiatan pembangunan desa scara 
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dann 
sumber daya alam yang ada di dcsa, antara lain; 
a. Penyusunan arah pengembangan desa, 
b. Penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan desa yang 

berkelanjutan; dan 
c. Kegiatan lainnya yang sesuait kewenangan dcsa dan diputuskan 

dalamna musyewarah dcsa. 
) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dcngan prioritas, 

potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain 
a. Pendataan potensr dan asset desa; 
b. Penyusunan profil desa/ data desa, 
c. Penyusunan prta set desa; dan 
d. Kegiatan lainnya yang euai kewenangan desa yang diputuskan 

dalam rusyawarah desa 

) Menyusun perencanaan dan penggangaran yang berpihak kepada 
kepenting an warga mniskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan 
kelompok marginal, antara lain 
a. Sosialisasi penggunaan dana desa 
b. Penyelenggaraan mnusyawarah kelompok warga miskin, perempuan, 

disabilitas, anak dan kelompok marginal; 
c. Penyusunan usulan kelompok warga mis#in, warga disabilitas, 

perempuan, anak, dan kelompok marginal, dan 
d Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang 

diputuskan dalam musyawarah des.a 
5] Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitasi dalam 

pelaksanaan pembangnan don pemberdayaan masyarakat desa, antara 

• 
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a.Pengembangan sister administrasi keuangan dan aset desa berbasis 
date digital, 

b, Pengembangan lporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk 
publik; 

e. Pengembangan sistem informasi dcsa, dan 

d. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang 
diputuskan dalarm musyawarah desa 

6] Mendorong partispasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa 
yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain 
a. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa perihal hat- hal 

strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa, 
b, Penyelenggaraan musyawarah desa; 
c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewcnangar desa yang 

diputuskan dalarn musyawarah desa 
7) Melakukan pendampingan masyarakat desa melalui pembentukan dan 

pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselerggarakan di 
desa 

8) Menyelenggarakan pemingkatan kuahitas dan kapasitas sumber daya 
manusia masyarakat desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi 
Des yang difokuskan kcpada pembentukan dan pengcmbar.gan prouk 
oggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 

an 
• Pelatihan usaha pertanian, peianan, perkebuna n, industry kecil dan 

perdagangan, 
b. Pelatihan teknologi tepat guna, 
e. Pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat desa sesuai kondisi 

desa; dan 
d. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 

pembentukan dan pengembangan produk ungguan desa dan/ atau 
produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan 
Dcsa dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh 
masyarakat desa, antara lain 
a. Pemantauan berbasis komunitas, 
b. Audit berbasis komunites, 
c. Pengembangan unit pengaduan di desa; 
d. Pengembangan bantuan hokum dan paralegal desa untuk 

penyelesaian mnasalah secara mandur oleh desa, 
e. Pengcmbangan kapasitas paralegal desa, 
f. Penyeienggaraan musyawarah desa untuk pertanggungiawaban dan 

serah terima hasil pembangunan dcsa, dan 
g. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan des yang 

diputuskan dalarn musyawarah desa 

• BIDANG PEMBINAAN KEMASYAUAKATAN DESA 

A. Mendorong masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan di desa 
serta penguatan nilai nilad keagamaan, antara lain : 

I) Pembinaan keamanan dan ketertiban, 
2) embuaan kerukunan umat beragara; 
d) Bimbingan keagamaan; 
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5) Kegiatan pembinaan keamanan dan keagamaan lainnya yang sesua 
dengan kowcnangan esa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

B. Menyelenggarakan partisipasi, pelestarian dan pembinaan nilai - nilai 

sosial buday, kesenian dan lerbaga adat di desa. 

C. Mengembanglan legiatan pendidikan bagi anak usia dini serta 
penyuluhan pola bidup bersih dan sebat, 

D. Menelenggarakan kegiatan pembinaan bagi anak, reraja. 

E. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan peruda dan olahraga. 

F. Menyelenggarakan kegiatan permbinaan bagi organisasi perempuan/ 
PKK. 

G, Mendorong masyaralrat dalarm pelayanan kesehatan dan pola hidup 
bersih dan sehat, antara lain : 

} Penyuiuhan / pembinaan kesehatan dan KB; 
2) Pelatihan kader kesehatan/ posyandu; 
3) Penyuluhan pola hidup bersih dan sehat; 
4) Penyuluhan tertang HIV/ AIDS atau penyakit lainnya; dan 
5) Pelayanan kesehatan dan pola hidup bersih dan sehat lainnya yang 

menjadi kewenangant desa dan diputuskan dalam rusyawrah desa. 

5. BIDANG TAK TERDUGA 

A, Penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya 
B. Penapggulangan kejadlan Iuar biasa. 

IV, Petunjuk teknis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh desa dalam 
menyusun dokumen perencanaan didesa khususnya Rencana Kerja 
Pemeriatahan Desa ( RKP Desa ) Tahun 2018, 
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PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN 

ANGOARAN ALOKASI DANA DESA [ ADD) DAN 

DANA DESA DD TAHUN 2018 DI 

KABUIPATEN SERAM BAGIAN BARAT 

• 

(Lampiran I Peraturan Menter Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 19 Tahu 
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahwn 2018 

Prioritas penggunaan Dana Desa ( DD ) wajib dipublikasikan olch 
emerintah Desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat 
diakses masyarakat desa 

It. Prioritas penggunaan Dana Desa ( DD ] diutamakan untuk membiayai 
pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. 

int, Program dan kegiatan sebagaiman dimaksud pada poin { I ) antara lain 

bidang kegiatan produk unggulan dess atau kawasan perdesaan, BUM 
Desa atau BUM Desa bersama, embung, dan sarana olahraga desa seauai 
dengan kewenangan desa, 

IV. Pembangu nan sarana oiahraga desa sebagaimana pada poin ( I ) 

merupakan unit usaha yang dikclota oleh BUM Desa atau BUM Desa 
bersama 

V. Dalam rangka pelaksanaan DD Tahun 2018 yang berbasis padat karya dan 
swakelola maka diwajibkan ditetapkan 30% untuk biaya upah kerja dart 
total pagu per kegiatan pembangunan 

VI, Peioritas penggunaan Dana Desa ( DD ) tahun 201% untuk membiaya 
P r a m  dan kegiatan di bidang pembangunan desa an pemberdoyaan 
masyarakat dcsa, antara lain ; 

I. KEGLATAN PRIORITAS BIDANG PEMBANGUNAN DESA 

A, Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemelihuraan Sarana 
Prasarana Des 

:) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana 
Prasarana Lingkungun emukiman antara lain 
a. Pembangunan dan atau pcrbaikan rumah schat untuk fakir mistie; 
b. Penerangan lingkungan pcmukiman; 
c. Pedestrian; 
d. Drainase; 
e. Selokan, 
f Tempat pembuangan sampah; 
g. Gerobak sampah, 
h. Kendaraan pengangkut sampah, 

Mcsin pcngelolah sampah, dan 
j. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai 

dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 
2I Pengadaan, pemhangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 

prasarana transportasi, antara lain 
a. Tambatan perahu; 

b. Jalan pemukiman, 

c. Jalan poros desa; 



• 

e Jatan desa antara pemukiman ke lokasi wisata, 
f. Jembatan desa; 
g. Gorong gorong; 
h Terminal desa, 

Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

31 Pcngadaan, pcmbargunan, pcngembangan dan pemchiharaan sarana 
prasarana energi, antara lain . 
a. Pembangkit listnik tenaga mikrohidro; 
b. Pembangkit listrik tenaga diesel; 
c. Pembangkit listnik tenaga matahari; 
d. Instalasi biogas; 
e. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan 

f. Sarana prasaran energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
desa dan diputuskan dalam musyawrah desa. 

4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemehiharaan sarana dan 
prasarana informasi dan kamunikasi, entara lain: 
a. Jaringan internet untuk warga desa, 
b. Website desa; 
c. Peralatan pengeras suare, 
d. Telepun umum; 
e. Radio Single Band ( $SB J; dan 
f. Sarana dan prasarana komunikasi lannya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 

B. Peningkatan kualltas dan akses terhadap pelayansn sosial dasar 

I) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana keschatan, antara lain; 
a. Air bcrsih berskala desa; 
b. Sanitasi lingkungan, 
c. Jambanisasi; 
d. Mandi, cuci, kakus ( MCK)}, 
e. Mobil/ kapal motor untuk ambulance desa; 
f. Alat bantu penyandang disabilitas; 

g. Pant rehabilitasi penyandang disabilitas; 

h. Balai pengobatan 
Posyandu, 

j. Poskesdes/ polindes; 
k. Posbind; 

L. Reagen rapid tes kid untuk menguji sampel- sampel makanan; dan 
m. Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 
2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pcmehiharaan sarana 

prasarans pendidikan dan kcbudayaan antara lain, 

a. Taman bacaan masyarakat, 
• Bangunan pendidiken anak uasia dini, 
c. Baku dan peralatan belajar pendidikan anak usia dini lainnya; 
d. Wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini; 

e. Taran belajar kcagamaan; 

f. Bangunan porpustakan desa; 

g. Buku/ bahan bacaan; 

h Balai pelatihan/ kegiatan bclajar masyarakat; 
Sanggar seni, 
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j. Film dolumenter; 

k. Peralatan kesenian, dan 
Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

C, Pengadaan, pembangunan, pcngembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarans usaha ekonomi des 

1) Pengadean, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana 
prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada 
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain. 
a. Bendungan berskala kecil; 
p. Pembangunan dan perbaikan embung; 
c. lrigasidesa, 
d. Percetakan lahan pertanian, 

e. Kolam ikan, 
f. Kapal penangkap ikan; 
g. Tempat pendaratan kapal penangkap ikan; 
h. Tambak garam, 
i. Kandang termak; 

j. Mesin pakan ternak; 
k. Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian { saprotan ), dan 
I. Sarana prasarana produksi pertanian lainnya sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 
2) Pengadaan, pembangunan dan pemanfataan dan pemcliharaan sarana 

dan prasarana pengolah~n hasil pertanian untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan dcsa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdcsaan, antara lain 
a. Pengeringan hasil pertanian seperti : lantai jemur gabah, jagung, 

kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan; 
b. Lumbung desa; 
c. Gudang pendingan ( cold storage ), dan 
d. Sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan dcsa dan diputuskan calm 

mnusyawarah desa 
3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharan sarana dan 

prasarana jasa dan industni kecil yang difokuskan kepala 
pembentkan dan pengembangan produk unggulan desa dan/ atau 
produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain. 
a. Mesin jahit; 
b Peralatan bengke! kendaraan bermotor; 
e Mesin bubut untuk mobiter; dan 

d. Sarana dan prasarana jasa an industri kecil lainnya yang sesuai 
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam rusyawarah desa 

) Pengadaan, pemoangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 
prasarana pecmasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pcngembangan produk unggulan dcsa dan/ atau produk ungulan 
kawasan perdesaan, antara lain 
a. Pasar desa, 
b. Pasar sayur, 
e. Pasar hewan; j 



d. Terpat pelelangan hewan; 
e. Toko onine; 
f Gudang barang; dan 
g. Sarana dan prasarana pernasaran lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 
5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan perneliharaan sarana dan 

prasarana desa wisata, antara lain: 
a. Pondok wisata; 
b. Panggung hiburan, 
e. Kios cendramata; 
d. Kios warung makan, 
e. Wahana permainan ana, 
f Wehana permainan outbound, 
g. Taman rekrcasi, 
h. Tempat perjualan iket; 
i. Rumah penginapan; 
j. Angkutan wisata; dan 
k. Sarana dan prasarana desa wisata lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan dcsa dan diputuskan dalam musyawarah dcsa. 
6) Pengadaan, pcmbangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan 

prasarana Teknologi Tepat Guna ( TT J untuk kemajuan ekonomi 
yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk 

unggulan desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara 

laun: 

a. Penggilingan padi; 
b. Peraut kelapa; 
c. Penepung bijj- bijian; 
d. Pencacah pakan ternak, 
e. Sangria kopi, 
f. Pemotong/ pengiris buah dan sayuran; 

g. Pompa air; 

h. Traktor mini; dan 

i. Sarane dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

D. Pengadann, pombangunan, pengembangan dan pemeliharaan oarann 
dan prasarana untuk pelestarian lingkngan hidup antara lain 

1) Pembuatan terasering; 
) Kolar untuk mata air; 
3) Plesengan sungai, 
41 Pencegahan abrasi pantai, dan 

5) Sarana dan prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya 
yang sesuai dcngan kawasan desa den diputuskan dalam musyawarah 
desa 

E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarann 
prasarana untuk penanggulangan bencna alarm dan / atau kejadian 
luar biasa lainnya yang meliputi: 

1) Peebangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung becrapi, 
2) Pembangunan gedung pengungsian, 
3 Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, 

4] Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena 

bencane alam; dan 

J 



5] Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang einnya sesuai 
dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

2. KEGIATAN PRIORITAS BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

A. Peningktan kualitos dan alases terhadap pelayanan sosial dasar 
I) Pengelolaan kcgiatan pclayanan keschatan masyarakat, antara lain: 

a. Penycdiaan air bersih; 
b. Pelayanan kesehatan lingkungan; 
c. Kampanye dan promosi hidup schat guna menccgah penyakit 

seperti penyakit memular, penyakit seksual, HIV/ AIDS, 
tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa; 

d. Bantan insentif untuk kader keschatan masyarakat; 
e. Pemantauan pertumbuhan dan pcnycdiaan makanan schat untuk 

peningkatan gii bagi balita dan anak sekolah; 
f. Kampanye dan promosi hak- hak anak, ketrampilan pengasuhan 

anak dan prlindungan anak; 

g. Pengelolaan balai pengobatan desa dan persalinan; 

h. Perawatan kesehatan dan/ atau pendarnpingan untuk ibu hamil, 
nifas dan menyusui, 

i. Pengobatan untukk lansia; 
j. Kelaarga berencana, 

k. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; 
I. Pelatihan kader kesehtan rasyarakat; 
m. Pelatihan hak- hak anak, ketrampilan pengasuban anak dan 

perlindungan ana; 

n. Pelatihan pangan yang schat dan aman; 

o. Pelatihan kader desa untuk pangan yang schat dan aman, dan 
p.Kegiatan pengelolaan pelayann keschatan masyarakat desa lainnya 

yang sesuai dengan kewenangan dcsa dan diputuskan dlam 
muyawarah desa. 

2) Pengclolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara 
la.m: 
a. Bantuan insent guru PAUD; 
b. Bantuan insentif guru taman belajar keagamaan; 
c. Penyelenggaraan pelatihan kcrja; 
d. Penyelenggaraan kursus seni budaya; 
e. Bantuan pemberdayaan bidang olahraga, 
f. Pelatihan pembuatan film dokumenter; dan 
g. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 
mnusyawarah desa. 

• Pengeloaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan 
kemampuan telenis dan «umber daya lokal yang tersedla 

) Pengelolaan hingkungan perumahan esa, antara lain : 
a. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga, 
b. Pengelolaan sarana pengeloiaan air limbah, dan 
c. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang scsuai dengan 

kcwenangan dcsa dan diputuskan dalam musyawarah desa 
2) Pengelolean transportasi dcsa, antara lain 

a. Pengeiolaan terminal des; 
b. Pengelolaan tambatan perahu; dan 



I 
• 

c. Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan 
desa yang diputuskan dalam musyawarah desa 

3] Pengembangan energi terbaru, antara lain 
a. Pengelolaan limbah peternakan untuk energi biogas; 
b. Pembuatan biothanol dari ubi kayu; 
c. Pengelolaan minyak goreng bekas menjadi biodicsel, 
d. Pengclolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan 
e. Pengembangan energy terbarukan lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diiputuskan dalem musyawarah desa. 
4) Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain 

a. Sistem informasi desa, 
b. Koran desa; 
c, Website desa, 
d. Radio komunitas; dan 
e. Penge'olaan informasi dan komunikasi lainnya yang scsuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 

C Pengelolaan usaha ekonomi produktif erta pengelolaun sarana dan 

prasarans ekronomi 

1) Pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan 
usaha pertanian yang difokuskan kcpada pembcntukan dan 
pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain 
a. Pembibitan tanaman pangan; 
b Pembibitan tanaman keras 
c. Pengadaan pupuk, 
d. Pembenihan ikan air tawar; 

e. Pengelolaan tsaha hutan desa; 
f. Pengelolaan usaha hutan sosial; 
g. Pengadaan bibit/ induk ternak, 
h. Inseminasi buatan; 
i. Pengadaan pakan ternak; 
j. Sarana dan prasarana produksi pertanian yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 
2) Pengelolaan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan 

dan usaha pertanian yang difokuskan kepaa pembentukan dan 
pengembangan produk unggulan cdesa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perdesaan, antara lain 
a. Tepung tapioka 
b. Kerupuk; 
c. Kcripik jamur; 
d. Keripik jagung; 
e. Lkan asin; 
f Abon sapi, 
g. Susu sapi, 
h. Kopi, 

Coklat, 
j Karet, dan 
k. Pengelolaan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah dcsa. 
3) Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kcpada 

pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa den/ atau 
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a. Meubelair kayu dan rotan; 

b. Alat-alat rumah tangga, 

c. akaian jadi/ konveksi; 

d. Kerajinan tangan, 
e Kain tenun, 
f. Kan batik; 
g. Bengkel kendaraan bermotor; 
h. Pedagang dipasar, 
i. Pedagang pengepuldan 

j. Pengelolaan jasa dan industry kecil lainnya yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 

4) Pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/ atau BUM Desa 
Bersama, antara lain : 
a. Pendirian BUM Desa dan/ atau BUM Des Bersara, 
b. Penyertaan model BUM Desa dan/ atau BUM Desa Dersama ; 
c. Penguatan permodalan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama, 

dan 
d. Kegiatan pengernbangan BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama 

lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa diputuskan dalam 
musyawarah desa 

5) Pengembangan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama yang 
difokuskan kepade pembentukan den pengembangan produk unggulan 
desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain 
a. Pengelolaan hutan desa; 
b. Pengelolaan hutan adat; 
c. Industri air minurm; 

d. industri pariwisata desa; 
e. Industri pengolahan ikan; dan , 
f. Produk unggulan lainnya yang sesua dengan kewenangan desa 

hiputuskan dalam musyawarah dcse 
6) Pengembangan usaha BUM Desa dan/ atau BUM Desa Bersama yang 

difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain 

a. Pembangunan dan penyewpan sarana prasarang olahraga; 
b. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi, 
c. Pengadaan dan penyewaan peralatan pcsta; dan 
d. Pengadaan atatu pcmbangunan sarana prasarana lainnya yang 

sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam 
mnusyawarah desa 

7} embentuan dan pcngembangan usaha ckonomi masyarakat dan/ 
atau operasi yang difokuskan kepaca pembentukan dan 
pcngembangan produk unggulan desa dany atau produk unggulan 
kawasan perdcsaan, antara lain 
a. Hutan kemasyurakatan, 
b. Hutan tanaman rekyat; 
c. Kemitraan kehutanan, 
d. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat, 
e. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk ekonori 

mnasyarekat; dan 
f. Pembentukan dan pengembangan usaha ckonomi lainnya yang 

sesuai decngan kewenangan desa dan diputuskan dalam 
musyawarah desa. 

8) Pengembangan dan peranfataan Teknoligi Tcpat Guna ( TTG ] untuk 
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pengembangan produk unggulan desa dan/ atau produk unggulan 

kawasan perdesaan, antara lain 

a. Sosalisas; TTG; 
b. Pos pelayanan teknologi desa [ Posyantekdes ) an/ atau antar 

desa, 
c. Percontohan TT untuk produksi pertanian, pengembangan 8umber 

energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan 

komunikasi serta pengembangan jasa dan industry kecil; darn 
d. Pengembangan dan pemanfataan TT lainnya yang scsuat dengan 

kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 
9] Pengciolaan pemasaran hasi} produksi usaha BUM Desa dan usaha 

ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan 
pengecmbangan produk unggulan dcsa dan/ atau produk unggulan 
kawasan perDesaan, antara lain 
a. Penyediaan informasi harga/ pasar; 
b. Pameran hasil usaha BUM Des, usaha ckonomi masyarakat dan/ 

atau koperasi; 
c Kerjasama perdagangan antar desa; 

d. Kerjasama perdagangan dcngan pihak ketiga; dan 
e. Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewcnangan 

desa yang diputskan dalam musyawarah desa. 

D. Penguatan kestapsiagaan masyarakat desn dalam menghadapi 
bencana serta kejadiau uar biasa lainnya yang meliput±; 

) Penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 
2) Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam; 
3] Pelatihan tenaga sukarelawan ntuk penanganan bencana alam, dan 
4) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan 

ewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. 

E. Pelestarian lingkaungan hidup, antara lain; 

I Pembibitan pohon langka; 
2) Reboisasi; 
3) Rehabilitasi lahan gambut, 
4) Pembersihan dacrah aliran saungai; 
5) Pemiiharan hutan bakau; 
6) Perlindungan terumbu karang; dan 
7) Kegiatan lainnya yang scsuai dengan kewenangan desa yang 

diputuskan dalam musyawarah desa. 

F. Pemberdayaan masyarakat desa untuk memperkuat tata kelola desa 
yang demokratis dan berkeadllan soslal 

I) Mendorong partisipasi mayarakat dalan pcrcncanaan dan 
pembangunan desa yang dilaksanakan sccara swakelola oleh desa, 
antara lain 
a. Fengembangan sistem informasi desa; 

b. Pengembangan pusat kemasyarakatan desa dan/ atau balai rakyat, 
dan 

c. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewcnangan desa dan/ atau 

balai rakyat; dan 

d. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang 
diputuskan dalam musyawarah desa 
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• 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara 
berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dann 
umber daya alam yang ada di desa, antar lain 
a. Penyusunan arah pengembangan desa; 
b. Penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan desa 

yang berkelanjutan; dan 
c. Kegiatan lainniya yang sesuai kewenangan desa dan diputuskan 

dalama musyawarah desa 
3) Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, 

potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain 
a. Pendataan potensi dan asset desa, 
b. Penyusunan profil desa/ data desa; 
e. Penyusunan peta aset des; dan 
d. Kegiatan lainnya yang sesuai kewcnangan desa yang diputuskan 

dalam musyawarah desa. 
1) Menyusun perencanaan dan penggangaran yang berpihak kepada 

kepentingan warga riskin, warga disabilitas, perempuan, anak, an 

elompok marginal, antara lain 
a. Sosialisasi penggunaan dana desa; 
b. Penyelenggaraan musyawarah kclompok warga miskin, perempuaan, 

disabilitas, anak dan kclompok marginal; 
c. Penyusunan usulan kelorpok warga miskin, warga disabilitas, 

perempuan, anak, dan kelompok marginal, dan 
d. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa yang 

diputuskan dalam musyawarah desa. 
5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitasi dalam 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, 
antara lain; 
a. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa 

berbasis data digital; 
b. Pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka 

untuk publike; 

c. Pengembangen sistem informasi desa; dan 
d. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dcsa yang 

diputuskan dalam musyawarah desa 
6] Mcndorong partispasi masyarakat dalam penyusunan kcbijakan desa 

yang dilakukan melalui musyawarah desa, antara lain ; 

a. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat desa penihal hat. hal 

stratcgis yang akan dibahas dalam musyawarah desa, 

b. Penyelenggaraan musyawarah desa, 

c. Kegiatan lainnya yang sesuai dcngan kewenangan desa yang 

diputuskan dalar musyawarah desa 

7) Melakukan pendarpingan masyarakat desa mclalui pembentukan dan 

pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan 

d desa 

8 Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya 
manusia masyarakat desa untuk pcngemoangan Lumbung Ekonomi 

Desa yang difokuskan kepada 

produk unggulan desa dan/ 
pembentukan 

atau produk 

dan pengembangan 

ungulan kawain 

perdesaan, antara lain: 

a. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkcbunan, industry kecil 

dan perdagangan; 
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c. Pelatihan kerja dan ketrampilan bag masyarakat desa sesuai 

kondisi desa; dan 

d. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung 
pembentukan dan pcngembangan produk unggulan dcsa dan/ atau 
produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan 
kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa 

9) Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa dan pembangunan dese yang dilakukan secara 
partisipatif oleh masyarakat desa, antara lain 
a Permantauan berbasis komunitas; 
b. Audit berbasis komunitas; 
c. Pengembangan unit pcngaduan di desa, 
d. Pengembangan bantuan hokum dan paralegal desa untuk 

penyelesaian masala.h secara mandiri oleh desa, 
e. Pengembangan kapasitas paralegal desa; 
f, Penyelenggaraan rusyawarah desa untuk pertanggungjawa ban dan 

serah terima hasil pembangunan desa; dan 
g. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dcsa yang 

diputuskan dalern musyawarah desa 

VIL. Petunjuk tekmis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh desa dalam 
mnenyusun dokumen perencanaan didesa khususnya Rencana Kerja 

Pemerintahan Dcsa ( RKP Desa ) Tahun 2018. 
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